
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat diperoleh kesimpulan kinerja Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2018 Persentase penduduk ber KTP persatuan penduduk adalah 98,55 % dari target sebesar 85,23 %, dengan capaian hasil 115,63 sehingga mendapat predikat sangat baik.
2. Cakupan perolehan anak berakta kelahiran pada Tahun 2018 sebesar 87,29 % dari target sebesar 85 %, dengan capaian hasil 102,69 % sehingga mendapat predikat sangat baik.
3. Cakupan perolehan kepemilikan akta kelahiran pada Tahun 2018 sebesar 77,46 % dari target sebesar 76 %, dengan capaian kinerja 101,92 %, dengan demikian mendapat predikat sangat baik,
4. Cakupan perolehan pasangan berakta nikah ada 58,57 % dari target sebesar 6,5 %, dengan capaian hasil 892,31 % sehingga mendapat predikat sangat baik.
5. Cakupan perolehan kepemilikan Kartu Keluarga pada Tahun 2018 sebesar 96,68 % dari target sebesar 96,47 %, dengan capaian kinerja 100,22 %, dengan demikian mendapat predikat sangat baik,
6. Cakupan perolehan kepemilikan akta kematian ada 45,91 % dari target sebesar 50 %, dengan capaian hasil 91,82 % sehingga mendapat predikat sangat baik.
7.  Tingkat keselarasan antara Program Renja dan Renstra sudah terealisir sebesar 100 % dengan capaian indikator pada Tahun 2018 sebesar 120,48 %, dengan kategori SANGAT BAIK.
8. Nilai evaluasi LkjIP Tahun 2018 adalah NA  dikarenakan belum adanya evaluasi/ penialaian dari oleh Inspetorat Kabupaten Pemalang sehingga mendapat predikat TIDAK BAIK.
9. Tahun 2018 realisasi SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 88, 81 % dari target sehingga memperoleh capaian sebesar 115, 34 % dan mendapat predikat SANGAT BAIK.
Dari 8 (delapan) indikator tersebut yang mendapatkan nilai SANGAT BAIK ada 7 indikator dikarenakan adanya sosialisasi akan arti pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, pelayanan mobile keliling serta kerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang dan beberapa rumah sakit. Satu indikator yaitu LKjip nilainya masih NA sehingga berpredikat TIDAK BAIK disebabkan belum adanya penilaian/ evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Pemalang.
Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 sejumlah Rp. 13.874.925.800,- yang direncanakan dan terealisasi sejumlah Rp. 12.815.891.454,- dengan capaian kinerja anggaran sebesar 92,37 % yang terdiri dari dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2018 sebesar Rp. 3.356.573.000,-.
Khusus pada Program Penataan Administrasi Kependudukan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja besaran anggarannya adalah Rp. 5,757,073,900 dan terealisir sebesar Rp 5,365,700,137  yang bersumber dari APBD dan DAK.
B. PERMASALAHAN UTAMA
Setelah dilakukan evaluasi dan analis terhadap capaian kinerja yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, maka ada beberapa permasalahan yang di hadapi yaitu :

1. Sarpras Pelayanan pada DISDUKCATPIL:
1) Masih adanya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan pada DISDUKCATPIL yang sudah mengalami perbaikan sehingga perlu peremajaan dan penggantian peralatan yang baru.
2) Perlunya penambahan sarana pendukung pelayanan / perluasan dan perbaikan tempat pelayanan di TPDK Kecamatan.
2. Sumber Daya Manusia :
1) Keterbatasan jumlah petugas pelayanan terutama yang berbasis pada kemampuan dibidang Teknologi Informasi (PNS).
2) Belum memadainya nilai tambah/ tunjangan bagi petugas pelayanan
3) Kualitas dan kapasitas petugas pelayanan yang belum memenuhi standar.
3. Perekaman KTP elekronik reguler :
1) Keberadaan wajib KTP-el manula yang enggan melakukan perekaman.
2) Keberadaan wajib KTP-el di luar daerah karena boro kerja dan sekolah.
3) Wajib KTP-el pemula yang belum rekam.
4. Gedung arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

1) Belum adanya ruangan/ gedung yang memadai.

2) Belum adanya penyimpan arsip secara elektronik (digitalisasi arsip).

5. Belum akuratnya data base kependudukan khususnya data penduduk yang sudah meninggal dunia dan pasangan menikah untuk non muslim, hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan dari desa/kelurahan secara rutin dan berjenjang, maupun laporan dari ahli waris melalui permohonan  penerbitan kutipan akte kematian dan dari pasangan yang menikah.
6. Belum maksimalnya fungsi petugas register baik dikecamatan maupun di desa/kelurahan.  
SOLUSI YANG DI LAKUKAN :
1. Sarpras Pelayanan :
1) Perbaikan dan penggantian peralatan untuk pelayanan administrasi kependudukan  secara bertahap melalui anggaran APBD.
2) Penambahan sarpras pendukung pelayanan di TPDK Kecamatan secara bertahap.
2. Sumber Daya Manusia :
1) Penyediaan petugas pelayanan utamanya PNS yang berbasis pada kemampuan dibidang Teknologi Informasi secara bertahap.
2) Pengajuan usulan tunjangan bagi petugas pelayanan
3) Peningkatan kapasitas SDM pelayanan
3. Perekaman KTP elekronik reguler :
1) Pelayanan Home Visit bagi manula. 

2) Pendataan penduduk boro kerja
3) Penyisiran pelayanan perekaman KTP-el bagi wajib KTP pemula di sekolah-sekolah.
4) Pelayanan jemput bola/ moyan ke desa secara terpadu.
4. 1) Sangat perlunya segera dibangun gedung arsip sesuai standar kearsipan untuk menampung berkas arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang selalu dinamis dan yang setiap harinya selalu bertambah.
2) Perlunya penyediaan alat penyimpan arsip secara elektronik (digitalisasi arsip).

5. Mengintensfkan kegiatan sosialisasi agar kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan segera terwujud utamanya untu kepemilikan akta nikah bagi non muslim dan Akta Kematian,
6. Mengadakan Bintek bagi petugas register di tingkat desa dan kecamatan sehingga laporan administrasi kependudukan dapat berjalan lancar sehingga dapat mendukung keakuratan data base kependudukan.
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